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PUTUSAN 

Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Dth 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili 

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: 

Penggugat, tempat dan tanggal lahir waimital, 28 November 1984, umur 

35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, 

pendidikan Diploma II, bertempat tinggal di Kampung 

Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian 

Timur, Nomor Handpone XXXXXX, dalam hal ini 

menggunakan domisili elektronik dengan alamat email 

XXXXXX sebagai  Penggugat; 

melawan 

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tuban, 04 Mei 1991, agama Islam, 

pekerjaan Usaha Tempat Pencucian Mobil, Pendidikan 

SMEA, bertempat tinggal di Desa Kampong Wailola, 

Kabupaten seram bagian timur sebagai  Tergugat;  

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;  

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juni 2020 telah  

mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, dengan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Dth, 

tanggal 03 Juni 2020,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2014 telah di langsungkan perkawinan  

antara Penggugat dengan Tergugat yang di laksanakan menurut hukum dan  
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sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah 

dicatatkan di kantor urusan agama ( KUA ) Kecamatan Seram Utara, 

Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana tercatat dalam akte nikah no. 

300/II/ XII /2013, Seri AQ, tertanggal 6 januari 2014;  

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa 

A.R.Unawekla, Kabupaten SBT, selama kurang lebih 4 tahun kemudian 

Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Wailola, Kecamatan Bula, 

Kabupaten Seram Bagian Timur, hingga sekarang;   

- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan  Tergugat telah berkumpu l 

sebagaimana layaknya suami-istri (ba’da dukhul) telah di karuniai 2 orang 

anak  bernama;   

a. Anak, umur 2 tahun 6 bulan  

b. Anak, umur1 tahun  

   Dan saat ini ke-2 anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan 

Penggugat dan Tergugat. 

- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan  rukun  

dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tanggal, 15 April 2014 

mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak 

ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang di sebabkan 

oleh :  

a. Ahlak Tergugat tidak baik untuk menjadi imam dalam rumah tangga  

b. Tergugat sering berhura-hura (mabok dan berjudi).  

c. Tergugat sering meninggalkan istri di malam hari sampai anak meninggal  

dunia tahun 2017  

d. Tergugat cuek dan tidak peduli lagi atau peka terhadap keluarga.  

e. Tergugat mempunyai sifat ego yang tinggi sehingga tidak ada 

keterbukaan, kejujuran dan Tergugat tidak pernah memusyawarahkan 

masalah rumah tangga bersama Penggugat.  

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah 

berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada 

tanggal, 23 Mei 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat 
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Dth 
 

tidak ada komunikasi yang baik lagi seperti biasanya, dan hal seperti itu 

sudah sering terjadi.  

- Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah menasehati serta telah berupaya 

mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;   

- Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang 

demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan 

Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini 

kepengadilan agama;   

- Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan 

hukum yang berlaku;   

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat 

mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa cq. Majelis 

Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan 

sebagai berikut: 

PRIMER : 

- Mengabulkan gugatan Penggugat;   

- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Sri Surati bin Samijo); 

- Membebankan biaya perkara menurut hukum;   

SUBSIDER  

 Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah 

datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang 

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap 

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan 

(relaas) nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Dth yang dibacakan di persidangan, 

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang 

sah; 

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak 

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk 

bercerai dengan Tergugat; 
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Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan 

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan bukti berupa: 

A. Bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku 

Tengah, Nomor 300/II/XII/2013, tanggal 06 Januari 2014 Bukti tersebut 

bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu  

oleh Ketua Majelis diberi tanda P.; 

B. Bukti saksi: 

1. Saksi Pertama, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, 

tempat kediaman di Kampung Jawa, Desa Limumir, Kecamatan Bula, 

Kabupaten Seram Bagian Timur;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, 

saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :  

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi 

adalah anak asuh Penggugat;  

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan  dan  

mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;  

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, 

Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Tergugat 

sejak tahun 2014 kemudian tinggal di Desa A.R.Unawekla selama 

kurang lebih 4 tahun kemudian pindah ke Desa Wailola, Kecamatan 

Bula hingga sekarang; 

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah hidup 

rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 

Anak, umur 2 tahun dan Anak, umur 1 tahun; 

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, 

disebabkan akhlak Tergugat tidak baik karena susah diajak sholeh 
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Dth 
 

oleh Penggugat, Tergugat juga sering minum minuman keras dan 

berjudi, sehingga Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat tersebut; 

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah 

ranjang sejak bulan Mei 2020, dan selama pisah Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik; 

- Bahwa, selaku keluarga atau orang dekat, saksi telah berusaha 

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil; 

2., Saksi Kedua, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah 

Tangga, tempat kediaman di Kampung Jawa, Desa Limumir, Kecamatan 

Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;. Di bawah sumpah sesuai 

agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai 

berikut : 

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi 

adalah anak asuh Penggugat; 

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan  

mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat; 

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri  

sah, yang menikah pada bulan Januari 2014 kemudian tinggal di Desa 

A.R. Unawekla selama kurang lebih 4 tahun kemudian pindah ke 

Desa Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur; 

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 

(dua) anak masing-masing bernama Anak dan Anak; 

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan 

bertengkar, disebabkan Penggugat kecewa dengan kebiasaan buruk 

Tergugat yang susah diajak sholat dan sering minum minuman keras 

dan bermain judi; 

- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran 

tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 1 

bulan, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada 

komunikasi yang baik.; 
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- Bahwa, selaku keluarga atau orang dekat, saksi telah berusaha 

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil  

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya 

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang; 

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

seperti diuraikan tersebut di atas;  

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat 

telah dipanggil secara  resmi dan patut, Penggugat hadir di ruang sidang, 

namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai 

wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, 

perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat). Hal ini 

selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur’an  Juz II, 

halaman 405   : 

tÛkºí qÛ°Ë uãÕ  DJç  qnÕ svpnTpÛ¯ Þ°lº sÝ 

qÙ°º æÛ¯ æÌ¾ sÝ  

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis 

Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk 

orang zalim, dan gugurlah haknya"; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah  diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang -

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sehingga perkara a 

quo termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama; 

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat yang tertera dalam gugatan 

Penggugat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka 
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berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009  juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi 

kompetensi relatif Pengadilan Agama Dataran Hunimoa; 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan 

sejak tanggal 15 April 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah 

tidak rukun dan harmonis, karena sering diwarnai perselisihan dan  

pertengkaran yang disebabkan akhlak Tergugat tidak baik untuk menjadi imam 

karena Tergugat sering berhura-hura minum minuman keras dan berjudi, 

Tergugat juga sering meninggalkan Penggugat di malam hari sampai anak 

Penggugat dan Tergugat meninggal dunia tahun 2017, Tergugat juga cuek dan  

tidak peduli lagi atau peka terhadap keluarga serta memiliki sifat ego sehingga 

tidak ada keterbukaan, kejujuran dan tidak pernah memusyawarahkan masalah 

rumah tangga bersama Penggugat. Akibatnya sejak tangga 23 Mei 2020 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati 

Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, 

sesuai ketentuan Pasal  82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,  

juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah 

menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai 

wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan; 

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri 

persidangan, namun perkara ini tetap harus dibuktikan, sebab ketidakhadiran 

Tergugat tidak serta merta menjadi alasan bagi dikabulkannya gugatan 

perceraian, apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan 
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sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 

Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah 

tersebut 

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, 

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan 

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim 

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil  gugatannya, Penggugat 

di persidangan telah mengajukan bukti surat P, bermeterai cukup dan telah 

dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena 

itu,  berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1888 KUHPerdata 

juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka 

secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan 

sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;  

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah 

bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta 

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat 

dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah , sehingga bukti tersebut telah 

memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian 

yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH 

Perdata; 

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah 

mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diperiksa satu persatu di persidangan, 

saksi-saksi tersebut telah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan 

keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat 

formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (1) 

R.Bg; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat di 

persidangan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta 

relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena 
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itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah 

diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki 

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat 

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu 

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 

R.Bg.; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan  saksi-saksi 

dalam persidangan, telah  ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : 

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah 

bercerai; 

- Bahwa, sejak April 2014, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar 

terus-menerus, disebabkan akhlak Tergugat tidak baik untuk menjadi imam 

dalam keluarga karena Tergugat sulit diajak untuk sholat, Tergugat juga 

sering meminum minuman keras dan berjudi;  

- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

ada komunikasi yang baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga 

sekarang; 

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan agar rukun kembali 

sebagai suami isteri, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh keluarga, tetapi 

tidak berhasil.  

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa untuk 

melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan 

dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan 

tidak berhasil  mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya Pasal 19 huru f (f ) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam juga menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu 

adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri 

dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun; 
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Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut  terdapat 

beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai 

talak maupun cerai gugat yaitu : 

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus 

menerus; 

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada 

harapan untuk kembali rukun; 

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil ; 

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu 

persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang 

telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian; 

           Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang dikuatkan 

dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat 

terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memiliki 

akhlak yang baik sebagai imam dalam keluarga karena sulit diajak untuk sholat, 

Tergugat juga sering meminum minuman keras dan berjudi, dengan demikian 

unsur pertama tersebut telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari 

perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak ada komunikasi yang baik selama 1 bulan dan telah diupayakan 

oleh keluarga agar dapat kembali rukun, tapi usaha tersebut tidak berhasil, 

dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati  

Penggugat untuk kembali rukun bersama Tergugat dari awal persidangan dan 

pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian 

maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ; 
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Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik 

suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan  

Tergugat menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-

benar pecah dan sulit untuk kembali disatukan (broken marriage) dipandang 

telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan 

oleh Peraturan Perundang-undangan seperti tersebut di atas, maka gugatan 

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan karena telah 

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana 

telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan , Pasal 19 

huruf f PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, hal 

ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 138 K/AG/1995, 

tanggal 26 Juli 1996 yang menyatakan bahwa “Perceraian dapat dikabulkan 

karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, 

Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum 

Islam”, dan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya 

akan sulit mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU 

No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk 

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta agar saling merasa 

tentram dan kasih mengasihi sebagaimana firman Allah swt dalam surat Ar-

Rum ayat 21 yang berbunyi: 

ا  هَ يْ لَ نُوا  إِ كُ سْ تَ ا لِ اجً وَ مْ  أَزْ كُ سِ فُ نْ نْ  أَ مْ  مِ كُ لَقَ  لَ اتِهِ   أَنْ  خَ مِنْ  آيَ وَ

كَّرُونَ  فَ تَ م   يَ وْ قَ ات   لِ يَ ٰ  لِكَ  لََ ٰ   إِنَّ  فِي ذَ  ةً   مَ حْ دَّةً  وَرَ وَ مْ   مَ كُ نَ يْ بَ لَ  عَ جَ  وَ

 “Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir.” 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim 

sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab 

Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 : 
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 بين العشرة  دوام معه يطاق í الإيذاء مما وكان الزوج أواعتراف ببينةالزوجة القاضي لدى دعواها وإذا ثبتت

 بائنة طلقة طلقها بينهما الإصلاح عن القاضي وعجز امثالهما

“Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak 

istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu 

menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, 

sedangkan  Majelis Hakim  sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah 

pihak, maka Majelis Hakim  dapat menceraikannya dengan talak ba’in.” 

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil 

gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu 

gugatan Penggugat dapat dikabulkan;  

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang -

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku , dan  

dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini; 

MENGADILI: 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan  patut untuk 

menghadap  sidang,  tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat  secara Verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah). 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 03  Dzulkaidah 1441 Hijriah, oleh kami MUKHLISH 

LATUKAU, S.H.I.  sebagai Ketua Majelis, MUSTHOFA ISNIYANTO, S.H. dan 
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SITTI SALMA RUMADAUL, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, 

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu 

juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan 

dibantu oleh  Mariani Idrus, S.ST sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh 

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;  

Hakim Anggota, 

 

 

 

MUSTHOFA ISNIYANTO, S.H. 

Ketua Majelis, 

 

 

 

MUKHLISH LATUKAU, S.H.I. 

Hakim Anggota, 

 

 

SITTI SALMA RUMADAUL, S.H.I. 

 

 Panitera Pengganti, 

 

 

Mariani Idrus, S.ST 

 

 

 

 

Perincian biaya : 

1.  Biaya Pendaftaran  Rp  30.000,00  

2.  Biaya Proses  Rp  70.000,00  

3. 

4.  

Biaya Panggilan 

Biaya PNBP Panggilan  

Rp180.000,00  

Rp  20.000,00 

5.  Biaya Redaksi  Rp  10.000,00  

6.  Biaya Meterai  Rp    6.000,00  

    Jumlah Rp 316.000,00 

    (tiga ratus enam belas ribu rupiah)  
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